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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak 
suami istri dalam pembagian harta bersama setelah bercerai dan untuk mengetahui hukum 
setelah dilakukan pembagian harta bersama suami istri tersebut. Metode penelitian melalui 
pendekatan normatif karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum dalam pembagian 
harta bersama suami istri setelah bercerai dan bersifat deskriptif yakni memberikan 
gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai proses penyelesaian perkara 
pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai. Sumber dan jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan 
untuk mendapatkan data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier, 
sedangkan data primer diperoleh melalui studi lapangan yakni wawancara. Teknik 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian data dianalisis secara 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memutuskan 
pembagian harta bersama (gono-gini) suami istri setelah bercerai yaitu pertama, 
berdasarkan hukum adat oleh karena hukum adat mengenal harta bersama yang disebut 
harta gono-gini oleh karena itu pembagian harta bersama tersebut, “dibagi secara adil 
menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu ½ (setengah) bagian untuk suami dan ½ 
(setengah) bagian untuk isteri”, kedua, hukum Islam merujuk pada KHI Pasal 97, “Janda 
atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan ketiga berdasarkan hukum perdata 
dengan merujuk Pasal 128 KUHPerdata, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan 
bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, 
tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Akibat hukum atas 
pembagian harta bersama setelah bercerai, yakni masing-masing punya hak sesuai dengan 
keputusan hakim, sehingga tidak ada hubungan lagi antara suami istri. 
 
Kata kunci: tinjauan yuridis, penyelesaian perkara, harta gono-gini 
 
Abstract 
This study aims to determine the judge's consideration in determining the rights of husband 
and wife in the distribution of joint property after divorce and to know the law after the 
division of property together husband and wife. The method of research through normative 
approach because the studied is the legal aspects in the division of property together 
husband and wife after divorce and is descriptive that gives an objective picture of a 
situation about the process of settling the case of divorce property after husband and wife 
after divorce. Sources and types of data used in this study are primary and secondary data. 
Library research to obtain secondary data ie primary, secondary and tertiary law sources, 
while primary data obtained through field study ie interview. Technique of collecting data 
through literature study and interview, then data analyzed qualitatively. The result of the 
research indicates that the judges consider the division of joint property (gono-gini) of 
husband and wife after divorce is first, based on customary law because customary law 
recognizes the common property called gono-gini treasure therefore sharing the common 
property, "divided equally into 2 (two) equal parts, namely ½ (half) part for husband and ½ 
(half) part for wife "; second, Islamic law refers to KHI Article 97," The widow or 
divorced divorce of each life shall be entitled to half of joint property insofar as it is not 
specified in the marriage agreement "and the third according to civil law by referring to 
Article 128 of the Civil Code, after the dissolution of common property, their shared 
wealth is shared between husband and wife, or among their heirs, regardless of which party 
and origin -that thing. The legal consequences of dividing the common property after the 
divorce, ie each has the right in accordance with the decision of the judge, so there is no 
longer relationship between husband and wife. 
 
Keywords: juridical review, case settlement, joint property (gono-gini)
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1. PENDAHULUAN  
Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah yaitu salah 
satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena 
menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia 
untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah 
satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.
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Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 
Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami istri telah terikat dalam sebuah 
keluarga. Suami istri menjadi pengatur keluarga yang menentukan arah tujuan 
untuk menciptakan keluarga sakinah mawadah wa rahmah. 
Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perkawinan menimbulkan 
hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri pada suatu 
perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pasangan suami istri 
yang terikat dalam suatu perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh 
perkawinan tidak hanya sebatas dalam hal hubungan kekeluargaan, terlebih dari 
itu juga dalam bidang harta kekayaannya. 
Menurut hukum logika tidak bisa dikaitkan dengan pendapat  Ter Haar 
yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan 
masyarakat termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi
3
. Dalam pandangan 
masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai 
dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan 
kebahagian masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik 
tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu 
Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah 
negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :  “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain sosial dan hukum, 
mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, 
karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan 
didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan 
yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal 
maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bersama.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya 
disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 35 menyatakan bahwa: harta bersama 
adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai 
hadiah atau warisan, ada
4
lah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para 
pihak tidak menentukan lain. Pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakukan 
persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami istri. Sedangkan 
perceraian menurut Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum islam, hukum 
adat dan hukum perdata. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menentukan hak-hak suami istri dalam pembagian harta bersama setelah 
bercerai dan untuk mengetahui hukum setelah dilakukan pembagian harta 
bersama suami istri tersebut. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat secara langsung   maupun tidak langsung antara lain: (1) 
Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sarana menuangkan ide, dan pemikiran 
serta gagasan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hak-hak suami 
istri dalam pembagian harta bersama suami istri dalam perkawinan setelah 
bercerai khususnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, (2) Bagi 
Masyarakat, penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-
hak suami istri dalam pembagian harta bersama suami istri dalam perkawinan 
setelah bercerai, sehingga diharpakan masyarakat memiliki kesadaran untuk 
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peduli terhadap penanganan kasus dan mampu memandang menyikapi serta bijak 
dalam menanggapi permasalahan ini, (3) Bagi Ilmu Pendidikan, pengetahuan 
hukum untuk menambah kontribusi hukum Indonesia khususnya perkawinan 
dalam harta bersama. 
 
2. METODE 
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan 
normatif karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum dalam pembagian harta 
bersama suami istri setelah bercerai. Sumber dan jenis data meliputi data sekunder 
dan primer, dimana data sekunder meliputi sumber hukum primer, sumber hokum 
sekunder dan sumber hukum tersier, sedangkan data primer diperoleh dari studi 
lapangan melalui teknik wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis 
peraturan, buku-buku/literatur yurisprudensi yang berhubungan dengan proses 
penyelesaian perkara pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai dan 
dalam memperoleh pendapat responden dilapangan tentang proses penyelesaian 
pembagian harta bersama setelah bercerai, kemudian dianalisa secara kualitatif 
dicari pemecahannya, serta pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim dalam menentukan Pembagian Harta Bersama  
Berbicara mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai 
yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di lembaga 
peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk 
yang beragama Islam proses penyelesaianya dilakukan di Pengadilan Agama dan 
untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta 
bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam 
menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum 
yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan 
keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak 
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Pembagian harta gono-gini secara adil akan dapat menentramkan 
kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat 
manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan 
prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah 
pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan 
menimbulkan percecokan diantara para pihak..
6
 
Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada 
pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. 
Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Kebenaran 
dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasakan alat bukti yang sah dan 
mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. 
Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak 
dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran 
yang hakiki. 
3.1.1 Menurut Hukum Adat  
Menurut hukum adat yang di maksud dengan harta perkawinan adalah : 
“Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan 
perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang 
berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta 
pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu 
di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk 
perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan”.7 
Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada 
dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu ½ 
(setengah) bagian untuk suami dan ½ (setengah) bagian untuk isteri. Walaupun 
pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri 
mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan 
demikian isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh 
selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta 
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bersama harus dibagi dua, isteri maupun suami masing-masing akan mendapatkan 
bagian yang sama (masing-masing setengah bagian).
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Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 
bernama Bapak Kun Maryoso. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan 
pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara 
pembagian harta bersama (gono-gini). Beliau mengatakan bahwa dalam 
memutuskan perkara pembagian harta bersama (gono-gini) haruslah mengacu 
pada ketentuan UndanUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, 
dan Hukum Adat, atau perturan lain yang berlaku. Hal pokok yang dapat 
dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan 
adalah pada saat proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para 
pihak. Dalam hal ini Hakim haruslah bisa menggali dan mengungkapkan fakta-
fakta di persidangan. 
Dalam putusan Majelis Hakim putusan Nomor  46/Pdt.G/2008/PN.Ska 
tentang obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta 
bersama Penggugat dan Tergugat dan karenanya tuntutan pokok Penggugat yang 
pertama patutlah untuk dikabulkan. Dalam putusannya Majelis Hakim 
menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ harta  bersama (gono-gini) sebagai 
objek sengketa kepada Penggugat dan apabila penyerahan secara in natura tidak 
dimungkinkan, mohon agar harta bersama/harta gono-gini tersebut dijual secara 
lelang dan dikurangi biaya lelang, dibagi masing-masing ½ antara Penggugat dan 
Tergugat. Maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dalam hukum adat 
jawa. Dalam putusan 46/Pdt.G/2008/PN.Ska tidak tercantum mengenai barang 
yang dihadiahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam putusan 
46/Pdt.G/2008/PN.Ska, yang menjadi objek sengketa hanya harta bersama (gono-
gini) yang diperoleh selama perkawinan.  
3.1.2 Menurut Hukum Islam 
Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materil yang pada garis 
besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan 
hukum perwakafan yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan 
Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-
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perkara yang mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan 
hukum nasional. Kaidah-kaidah harta bersama suami istri terdapat dalam Pasal 85 
sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 KHI menyatakan 
bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan 
adanya harta milik masing-masing suami istri.  
Pasal 86 ayat 1 KHI menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada 
pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Hak atas harta 
bawaan ini ditegaskan dalam Pasal 86 ayat 2 KHI, yang menentukan bahwa harta 
istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta 
suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pada Pasal 88 KHI 
disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta 
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama 
bagi beragama Islam.  
Suami istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI, “Suami bertanggung jawab menjaga 
harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90 KHI, “Istri turut 
bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada 
padanya”. Pasal 91 KHI menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan 
dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.  
Dalam KHI  Pasal 113 menyatakan, “putusnya perkawinan yaitu, 
kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jika suatu perkawinan terjadi 
perceraian maka menimbulkan akibat hukum yaitu sengketa harta bersama antara 
suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama yang berwujud 
dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, 
sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. 
Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas 
persetujuan pihak lainnya.  
Manakala terjadi perceraian, seorang hakim haruslah menentukan mana 
harta bersamanya dan memperhitungkannya lalu membaginya ½ untuk suami dan 
½ untuk istri, begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur 
dalam KHI Pasal 97 yang menyatakan, “Janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
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perjanjian perkawinan”. Sebagaiamana dalam pernikahan tersebut tidak ada suatu 
perjanjian kawin antara suami dan istri.  
Pembagian objek sengketa harta bersama (gono-gini) ½ istri (Penggugat) 
dan ½ suami (Tergugat) sebagaimana telah diputusakan Majelis Hakim dalam 
putusan nomor  Nomor  46/Pdt.G/2008/PN.Ska menyatakan, “menghukum 
Tergugat untuk menyerahkan ½ harta  bersama (gono-gini) sebagai objek 
sengketa kepada Penggugat dan apabila penyerahan secara in natura tidak 
dimungkinkan, mohon agar harta bersama/harta gono-gini tersebut dijual secara 
lelang dan dikurangi biaya lelang, dibagi masing-masing ½ antara Penggugat dan 
Tergugat”. 
3.1.3 Menurut Hukum Perdata 
Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama 
adalah "perkawinan" baik perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 126 
KUHPdt. Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPdt pada pokoknya 
dikemukakan bahwa “terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi 
hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak 
diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut”. Berdasarkan ketentuan ini 
dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah "Persatuan harta 
kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata 




Berdasarkan Pasal 126 KUHPdt, harta bersama bubar demi hukum salah 
satunya karena perceraian. Dalam putusan nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ska sebagai 
bahan penelitian, antara Penggugat (Tri Trisnawati) dan Tergugat (Eddy 
Rahardjo) telah didapat fakta yaitu pernikahan sejak tanggal 25 Juni 1986 dan 
bercerai pada tanggal 03 April 2007 sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 
76/Pdt .G/2007/PA.Ska. 
 Selanjutnya pasal 128 KUHPerdata menyatakan, “setelah bubarnya harta 
bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara 
para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang 
itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai 
pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut 
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undang-undang”. Menurut beberapa ketentuan tersebut harta bersama berakhir 
salah satunya karena perceraian.
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Pembagaian harta bersama dibagi dua antara Tri Trisnawati (Penggugat) 
dan Eddy Rahardjo (Tergugat) setelah bercerai sebagaimana bahan penelitian 
putusan nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ska yang tercantum dalam putusan hakim 
menyatakan, “membagi ½ harta  bersama (gono-gini) sebagai objek sengketa 
kepada Penggugat dan apabila penyerahan secara in natura tidak dimungkinkan, 
mohon agar harta bersama/harta gono-gini tersebut dijual secara lelang dan 
dikurangi biaya lelang, dibagi masing-masing ½ antara Penggugat dan Tergugat”. 
Objek sengketa tersebut untuk dibagi dua atau satu seperdua yaitu barang 
bergerak dan tidak bergerak. Harta tersebut merupakan harta bersama/ harta gono-
gini yang harus dibagi antara  Penggugat dan Tergugat sebesar masing- masing 
berhak setengah atau ½ (satu per dua) bagian yang sama. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
yang bernama Bapak Kun Maryoso. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan 
pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara 
pembagian harta bersama (gono-gini). Beliau mengatakan bahwa dalam 
memutuskan perkara pembagian harta bersama (gono-gini) haruslah mengacu 
pada ketentuan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal pokok 
yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim sebelum 
menjatuhkan putusan adalah pada saat proses pembuktian di persidangan yang 
dilakukan oleh para pihak.  
Dalam hal ini Hakim haruslah bisa menggali dan mengungkapkan fakta-
fakta di persidangan. Antara lain pertama, yaitu apakah antara Penggugat dengan 
Tergugat memang benar pernah menjalin sebuah hubungan suami-isteri sah dan 
telah dinyatakan putus oleh Pengadilan karena suatu perceraian. Kedua, apakah 
Penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa 
tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa 
perkawinan berlangsung, yaitu terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan 
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terjadinya perceraian. Pembuktian bisa dilakukan dengan menggunakan bukti 
tertulis (surat), saksi, pengakuan, dan sumpah.
11
  
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan 
yaitu Majelis Hakim dalam menetapkan pembagaian harta bersama (gono-gini) 
antara Penggugat (Tri Trisnawati) dan Tergugat (Eddy Raharjo) berdasarkan 
Hukum Islam, sebagaimana antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan 
perceraian Pengadilan Agama Surakarta No. 76/Pdt .G/2007/PA.Ska mereka 
beragama islam. Dalam sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 
dalam kasus ini yang menjadi dasar hukum merujuk pada hukum islam yaitu 
untuk mereka yang beragama islam merujuk pada Kompilasi Hukum Islam serta 
dalam pembagian harta bersama  Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 97 
KHI, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta 
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.  
Pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat  
yang menjadi rujukan yaitu Pasal 97 KHI menyatakan, “janda atau duda cerai 
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama”. Maka pembagian 
harta bersama (gono-gini) tersebut yaitu untuk Penggugat berhak atas ½ 
(seperdua) dan Tergugat ½ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut.   
Dari hasil penelitian dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ska, dapat 
diambil kesimpulan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) antara 
Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta bersama untuk barang tidak 
bergerak yaitu: Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gawanan 
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tercatat dalam Sertifikat Hak 
Milik No. 2177, seluas +/- 145 m2”, untuk Penggugat (Tri Trisnawati) dan  
Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Siwalan No. 26 Rt. 03/Rw. 14, 
Kerten, Laweyan, Surakarta, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1607, seluas 
+/- 273 m2”, untuk Tergugat (Eddy Raharjo). 
Sedangkan untuk barang bergerak yaitu “1 buah TV 29 inchi merk 
Toshiba, 1 buah TV 21 Inch merk LG, 1 buah kulkas 2 pintu merk Toshiba, 1 set 
meja tamu,1 buah kursi panjang, 1 buah meja makan, 4 buah kursi makan, 4 buah 
spring bed, 7 buah almari pakaian, 1 buah meja belaja r, 3 buah kursi belajar, 4 
                                                             
11
Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Selasa, 15 
Februari 2017, pukul 14:00 WIB. 
11 
 
buah buffet, 1 buah kompor gas, 2 buah tabung gas” merujuk pada Putusan 
Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ska, penyerahan secara in natura tidak dimungkinkan , 
maka harta bersama/harta gono-gini tersebut dijual secara lelang dan hasil lelang 
setelah dikurangi biaya lelang, dibagi masing- masing ½ (satu per dua) bagian 
antara Penggugat dan Tergugat.  
 
3.2  Akibat Hukum atas Pembagian Harta Bersama  
Hukum material adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-
kepentingan perseorangan merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan 
yang mengatur kepentingan- kepentingan yang berwujud perintah dan larangan 
dimana dalam suatu putusan dalam suatu pertimbangan hukum.
12
 
Pada pembahasan sebelumnya penulis telah kemukakan putusan 46/Pdt.G 
/2008/PN.Ska tentang pembagian harta bersama akibat perceraian.  Tentang objek 
sengketa putusan 46/Pdt.G/2008/PN.Ska yaitu harta bersama (gono-gini) yang 
diperoleh selama perkawinan. 
Dalam persindangan telah diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa 
tesebut adalah harta bersama (gono-gini) sehingga gugatan Penggugat patut untuk 
dikabulkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.46/Pdt.G/2008/ 
PN.Ska yang pada intinya seorang mantan istri meminta kepada Majlis hakim 
agar harta bersama agar masing-masing mendapatkan setengah bagian harta 
tersebut. Pada pembagian harta bersama dalam putusan tersebut, “½ bagian dari 
harta bersama, dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap tuntutan 
tersebut patutlah untuk dikabulkan, sedangkan apabila secara in natura mengalami 
kesulitan didalam pelaksanaan pembagian maka adalah cukup adil apabila 
pembagiannya dilakukan dengan cara pelelangan dan uangnya setelah dikurangi 
biaya lelang kemudian dibagi dua masing- masing ½ bagiannya”.13 
Peraturan mengenai pembagian harta bersama yaitu Pasal 128 KUHPdt, 
Pasal 97 KHI, Hukum Adat dan Peraturan yang terkait dengan putusan 
46/Pdt.G/2008/PN.Ska adanya pembagian harta bersama tersebut adalah Pasal 35 
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Harta benda yang diperoleh selama 
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perkawinan menjadi harta bersama”.  Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 
menyatakan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing- masing”. Berarti bagi orang-orang yang beragama 
islam berlaku Kompilasi Hukum Islam dan non-muslim Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata.  
Berdasarkan penelitian di atas, maka akibat dari Putusan pembagian harta 
bersama antara Penggugat (Tri Trisnawati) dan Tergugat (Eddy Raharjo) 
berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana antara Penggugat dan Tergugat dalam 
putusan perceraian Pengadilan Agama Surakarta No. 76/Pdt .G/2007/PA.Ska 
mereka beragama islam. Dalam sengketa harta bersama antara Penggugat dan 
Tergugat dalam kasus ini yang menjadi dasar hukum merujuk pada hukum islam 
yaitu untuk mereka yang beragama islam merujuk pada Kompilasi Hukum Islam 
serta dalam pembagian harta bersama  Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 
97 KHI, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta 
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.  
Pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat  
yang menjadi rujukan yaitu Pasal 97 KHI menyatakan, “janda atau duda cerai 
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama”. Maka pembagian 
harta bersama (gono-gini) tersebut yaitu untuk Penggugat berhak atas ½ 
(seperdua) dan Tergugat ½ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut.   
Dari hasil penelitian dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ska, dapat 
diambil kesimpulan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) antara 
Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta bersama untuk barang tidak 
bergerak yaitu : (1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gawanan 
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar , tercatat dalam Sertifikat Hak 
Milik No. 2177 , seluas +/- 145 m2”, untuk Penggugat (Tri Trisnawati); (2) 
Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl . Siwalan No. 26 Rt. 03/Rw. 14, 
Kerten , Laweyan, Surakarta , tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1607 , 
seluas +/- 273 m2”, untuk Tergugat (Eddy Raharjo). 
Sedangkan untuk barang bergerak yaitu “1 buah TV 29 inchi merk 
Toshiba, 1 buah TV 21 Inch merk LG, 1 buah kulkas 2 pintu merk Toshiba, 1 set 
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meja tamu,1 buah kursi panjang, 1 buah meja makan, 4 buah kursi makan, 4 buah 
spring bed, 7 buah almari pakaian, 1 buah meja belaja r, 3 buah kursi belajar, 4 
buah buffet, 1 buah kompor gas, 2 buah tabung gas” merujuk pada Putusan 
Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ska, penyerahan secara in natura tidak dimungkinkan , 
maka harta bersama/harta gono-gini tersebut dijual secara lelang dan hasil lelang 
setelah dikurangi biaya lelang, dibagi masing- masing ½ (satu per dua) bagian 
antara Penggugat dan Tergugat.  
Berdasarkan hasil wawancara, apabila gugatan pembagian harta bersama 
(gono-gini) yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan sudah diputus oleh 
Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam putusannya jelas 
tertulis menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta 
bersama tersebut, yang masing-masing berhak setengah bagian. Dengan demikian, 
maka kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat (bekas suami dan bekas isteri) 
harus melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Tetapi jika salah satu 
pihak tidak mau melaksanakan isi putusan mengenai pembagian harta bersama 
(gono-gini) tersebut, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan. Bapak Kun Maryoso, mengatakan bahwa akibat hukum yang 
timbul setelah harta bersama (gono-gini) tersebut selesai dilaksanakan pembagian 
antara Penggugat dan Tergugat, maka akibat hukumnya adalah harta bersama 
(gono-gini) tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Maka baik 
Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa 
manggunakan/menikmati harta benda tersebut.  
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, pertimbangan hakim dalam memustuskan sengketa perkara 
pembagian harta bersama (gono-gini) antara suami istri setelah bercerai. 
Pertimbangan hakim memutuskan pembagian harta bersama (gono-gini) suami 
istri setelah bercerai yaitu pertama berdasarkan hukum adat, “pada dasarnya 
adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu ½ 
(setengah) bagian untuk suami dan ½ (setengah) bagian untuk isteri”, kedua, 
hukum islam merujuk pada KHI Pasal 97, “Janda atau duda cerai hidup masing-
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masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan” dan ketiga hukum perdata, merujuk Pasal 128 
KUHPerdata, “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi 
dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa 
mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”. 
Kedua, akibat hukum atas pembagian harta bersama setelah bercerai. jika 
diantara dua pihak suami atau istri berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan 
hukum tetap telah menentukan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut 
maka hak dari harta bersama menjadi bekas suami atau bekas istri dan tidak 
menimbulkan akibat hukum lagi diantara mereka. 
4.2 Saran 
Pertama, untuk para pihak yang berperkara alangkah baiknya proses 
pembagian harta bersama setelah bercerai antara suami istri untuk menjujung 
tinggi nilai musyawarah lebih dahulu, sebagaiamana sebelum proses perkara 
masuk ke pengadilan diwajibkan untuk para pihak melakukan mediasi lebih 
dahulu, dapat dipastikan jika suatu perkara masuk ke pengadilan pasti putusan 
hakim dianggap tidak adil jika tak sependapat dengan pihak yang berperkara. 
Namun, jika proses musyawarah tidak tercapai wajib hukumnya hakim memutus 
perkara dengan arif dan bijaksana berdasarkan keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan hukum bagi para pihak.  
Kedua, untuk masyarakat yang berkeluarga tentang pembagian harta 
bersama setelah bercerai untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut 
secara kesepakatan antara pihak agar tidak timbul permasalahan antara suami atau 
istri, dikarenakan proses berperkara dalam pengadilan membutuhkan waktu lama 
dari pengadilan tingkat pertama sampai akhir. Jika proses pembagian musyawarah 
tidak tercapai, wajib hukumnya untuk mengajukan perkara ke pengadilan.  
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